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PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS | B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 58 /KP.04.6/VI1/2020
TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB NOTULEN RAPAT BULANAN

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS | B

Bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas dan tertib dokumentasi hasil rapat
yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul, perlu menunjuk penanggung
jawab notulen rapat bulanan pada Pengadilan Negeri Bantul..

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

4. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB NOTULEN RAPAT BULANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020.
Menunjuk Sub Bag / Kepaniteraan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai Penanggungjawab Notulen Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri
Bantul.
Tugas Notulis rapat adalah :

- Menyiapkan daftar hadir peserta rapat;

- Mencatat hasil rapat;

- Membuat hasil notulen rapat;

- Mengarsipkan notulen hasil rapat (softcopy dan hardcopy),

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : BantuL
~Pada tanggal : 1 Juli 2020
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2. Arsip.




PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/58 /SK/KP.04.6/V11/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNJAWAB NOTULEN RAPAT
BULANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TAHUN 2020
No. | Bulan Penanggungjawab
1.| Juli Sub Bag Perencanaan, Tl dan Pelaporan
2.| Agustus Kepaniteraan Perdata
3.| September Sub Bag Kepegawaian dan Ortala
4.| Oktober Kepaniteraan Pidana
5./ November Sub Bag Umum dan Keuangan
6.| Desember Kepaniteraan Hukum




